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ABSTRAK

Penelitian ini bertuyjuan untuk mengalisis Kinerja Keuangan BKAD
Kabupaten Sumba Timur tahun 2018-2021 dilihat dari : (1) Rasio
Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3)Rasio
Pertumbuhan (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan (5) Rasio
Efektivitas PAD.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
dilaksanakan di (Pemda) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba
Timur. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analis is data
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rumus : Rasio
Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuha n,
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten
Sumba Timur dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorika n
sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 8,66% (2) Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat tinggi, karena rata-ratanya besar
rasio ini 87,42% (3) Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sumba Timur dapat
dikatakan rendah, karena rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 10,34% sehingga
dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur belum
mampu untuk meningkatkan penerimaan PADnya (4) Rasio Kemandir ian
Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali karena rata-rata besarnya rasio
ini sebesar 9,94% (5) Rasio Efektivitas PAD, efektivitas kinerja keuangan
Kabupaten Sumba Timur sudah cukup efektif karena rata-rata efektivitas nya
sebesar 97,77%. (6) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi
daerah masih sangat tinggi yaitu sebesar 73,80% dibandingkan dengan rata-
rata belanja modal sebesar 20,34%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata kunci : Rasio Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandir ian Keuangan
Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan
Rasio Keserasian.
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ANALYSIS OF THE REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
OF THE EAST SUMBA TIMUR IN 2018-2021
Rambu Anahida
12180272
Accounting Studies Program Faculty of Business
Duta Wacana Christian University

rambu.anahida@students. ukdw.ac. id

ABSTRACT
This study aims to analyze the Financial Performance of the BKAD of East
Sumba Timur in 2018-2021 seen from: (1) Decentralization Ratio, (2) Regional
Financial Dependence Ratio, (3) Growth Ratio (4) Regional Financial
Independence Ratio and (5) Effectiveness Ratio PAD.

This research is quantitative descriptive. This research was carried out at the
Regional Finance and Assets Agency (Pemda) of East Sumba Timur. Data
collection uses the documentation method. The data analysis technique used is
descriptive quantitative with the formula: Decentralization Ratio, Regional
Financial Dependency Ratio, Growth Ratio, Regional Financial Independence
Ratio and PAD Effectiveness Ratio.

The results of the analysis show that the Financial Performance of the BKAD
of East Sumba Timur as seen from (1) the Decentralization Ratio can be categorized
as very less, because theaverageis 8.66% (2) The Financial Dependency Ratio can
be categorized as very high, because the average ratio is very large This is 87.42%
(3) The East Sumba Regency Growth Ratio can be said to be low, because the
average growth ratio is 10.34% so it can be said that the East Sumba Timur
Government has not been able to increase its PAD income (4) Regional Financial
Independence Ratio still relatively low because the average size of this ratio is
9.94% (5) PAD Effectiveness Ratio, the effectiveness of East Sumba’s financial
performance is quite effective because the average effectiveness is 97.77%. (6)
From the Harmony Ratio, it is known that the average regional operational
expenditure is still very high at 73.80% compared to the average capital
expenditure of 20.34%. Thus, it can be said that local governments still pay little
attentiontoregional development.

Keywords: Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, Regional Financial
Independence Ratio, Growth Ratio and Harmony Ratio.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada
pemerintah. Dasar pengenaan pajak didasari oleh undang-undang. Pajak yang
didapat dari masyarakat akan dimanfaatkan untuk pendanaan aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki 2 manfaat yakni (Mardiasmo
2011 1):

1. Fungsi Anggaran (budgeter)
Pajak adalah sumber penerimaan sebuah negara, maka pajak memiliki
fungsi untuk membiayai belanja negara

2. Fungsi Mengatur (regulasi)

Pajak memiliki fungsi untuk membuat perkembangan ekonomi Indonesia

menjadi teratur. Melalui peraturan pemerintah pajak secara tidak langsung

akan bisa membantu ekonomi masyarakat dan negara.
Berdasarkan fungsi pajak diatas, pajak juga memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

a. Pajak Negara
Pajak negara merupakan pajak yang dilaksanakan pemungutan oleh
pemerintah  pusat. Pajak tersebut dimanfaatkan Untuk mendanai
semua pembangunan. Tujuan dipungutnya pajak negara yaitu supaya
pendapatan pemerintah daerah dapat merata

b. Pajak Daerah



Pajak daerah adalah sumber penerimaan dari APBD yang fungsinya adalah

untuk mendanai pembangunan dan aktivitas pemerintah daerah

Contohnya, salah satu wewenang yang yang diberi oleh pemerintah pusat
ternadap Pemda adalah wewenang atas pemungutan retribusi daerah dan pajak
daerah sebagai sumber pembiayaan di daerah yang yang telah ditetapkan pada
UU No 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi dan Pajak Daerah. Wewenang ini
diberikan dengan tujuan dapat menguatkan posisi dan esensi otonomi untuk
menunjang kapasitas fiskal daerah.

Kinerja atau performa merupakan cerminan suatu Kkinerja tentang
pencapaian individu saat melakukan sebuah aktivitas yang dilaksanakan pada
sebuah daerah dengan tujuan dapat mencapai visi dan misi Lembaga atau
organisasi. Kinerja atau performa bisa dilihat melalui kriteria kesuksesan yang
sudah ditentukan.

Pengukuran performa merupakan aktivitas untuk mengukur Kkesesuaian
penerapan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Langkah awal sebuah lembaga
atau organisasi biasanya membuat misi dan visi, kebijakan dan falsafah. Berikutnya
yaitu membuat rumusan tujuan, menyusun anggaran dan program, Target yang
ingin dicapal, serta penentuan fungsi dan tugas harus merujuk pada strategic

planning yang telah ditentukan.

Tujuan dari pengukuran performa keuangan adalah untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi dalam suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan
daerahnya. Pengukuran Ini juga bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh

kegiatan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitasnya dan mengukur

kontribusi dari setiap sumber penerimaan dalam pembuatan penerimaan daerah.



APBD adalah wujud manajemen keuangan daerah yang ditentukan setiap
tahun dan didasari Peraturan daerah yang terdiri dari pembiayaan,
belanja, penerimaan, Definisi tersebut berdasarkan undang-undang nomor 17
tahun 2003 mengenai keuangan negara, undang-undang nomor 23 tahun 2014
mengenai Pemda, undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan

keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan implikasi munculnya wewenang dan
kewajiban untuk daerah supaya bisa melakukan bermacam aktivitas pemerintah
dengan lebih Mandiri, tidak selalu tergantung dengan bantuan dari pusat mulai dari

planning, pelaksanaan, controlling, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban.

Otonomi daerah merupakan bentuk dari sistem desentralisasi. Sebuah
daerah akan diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengatur
secara mandiri aktivitas pemerintahan dari masing-masing daerahnya. Dengan
kebijakan seperti ini, diharapkan setiap daerah mampu untuk memanajemen sumber
penerimaan dengan optimal untuk mendanai aktivitas pemerintah daerah. Sehingga

diharapkan juga pemerintah daerah tidak Kketergantungan terhadap dana transfer

yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berikut merupakan aturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai

pelaksanaan otonomi daerah :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



3. Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah
Daerah
5. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Kendala yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya
suatu perbedaan dari kesiapan implementasi otonomi daerah dari masing-masing
daerah. Tidak semua daerah juga yang memiliki keunggulan atau memiliki banyak

sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sebagai salah satu daerah yang otonom, pemerintah Kabupaten Sumba
Timur harus dapat membuat penerimaan atau pendapatan asli daerah meningkat.
Sebab, besarnya penerimaan yang di punya oleh daerah adalah gambaran dari
kemandirian sebuah daerah. Jika Pendapatan asli daerah itu tinggi, maka dapat
dikatakan daerah tersebut sudah mandiri sebab penyelenggaraan aktivitas yang
dilaksanakan didanai oleh pendapatan asli daerah bukan dari pusat. Oleh karena itu,
penerimaan daerah berupa PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber yang

utama penerimaan dalam APBD Kabupaten Sumba Timur.

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Sumba Timur pada saat ini
khususnya Kota Waingapu adalah munculnya Keterbelakangan terutama untuk
masyarakat Sumba Timur yang lokasinya ada di desa. Aktivitas otonomi daerah
yang berlaku sekarang pada desa tersebut membuat masyarakat Sumba Timur
terutama masyarakat yang lokasinya berada di desa kembali pada masa lalu yang
mana terdapat kepala wilayah atau kepala adat yang membuat tingkat kemiskinan

menjadi tinggi dan dan ketidakadilan. Kondisi tersebut dapat muncul karena SDM



yang dimiliki rendah dan budaya pada desa tersebut sangat kuat terutama warga
yang lokasinya bertempat tinggal di desa. Oleh karena itu, target pendapatan asli
daerah masih belum mencapai target yang dihasilkkan secara maksimal di

Kabupaten Sumba Timur. Karena, masih rendahnya Sumber Daya Manusia.

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumba Timur tahun 2018-2021

Tahun Pendapatan Asli Daerah
(Rp)
2018 75.375.667.964,35
2019 101.397.539.906,29
2020 92.336.687.883,40
2021 128.359.009.907,13

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sumba Timur cenderung mengalami peningkatan dan penurunan setiap
tahunnya. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 75.375.667.964,35
dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp 101.397.539.906,29 Pada tahun
2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 92.336.687.883,40
dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan kembali. Hal
ini disebabkan karena banyak pemasukan Pendapatan Daerah salah satunya adalah

pajak dan retribusi daerah.

Berikut ini komponen yang terdapat dalam Analisis SWOT :

1. Strenghts (Kekuatan)



Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkaitan dengan PAD yang yang
menjadi kekuatan adalah adalah Potensi. Potensi di Kabupaten Sumba
Timur cukup besar. Tetapi, pemerintah belum maksimal untuk mengelola
potensi itu sendiri.

. Weaknesses (Kelemahan)

Menunjukan bahwa masih terjadi Kelemahan pada sisi Pengelolaan
potensi PAD di Sumba Timur. Kurang optimalnya manajemen potensi
pajak, pendapatan asli daerah, dan pendapatan retribusi. Potensi
Pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya data basis objek,
pemetaan dan potensi pajak, besaran pajak, retribusi daerah, dan retribusi
yang tidak berlandaskan data potensi yang semestinya bisa terealisasi serta
kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi PAD
itu sendiri, baik dari perencanaan potensi, pelaksanaan pengelola potensi
maupun pengendalian pemanfaatan potensi peningkatan PAD.

. Opportunities (Peluang)

Dukungan Pemerintah Sumba Timur untuk meningkatkan Pendapatan
Daerahnya adalah dengan memberi peluang bagi daerah untuk
mengoptimalkan kinerja keuangan pembangunan daerahnya.

Sektor pariwisata adalah sumber penerimaan warga dan dan
penerimaan daerah. objek wisata yang letaknya ada di Kabupaten Sumba
Timur hanya terbatas wisata alam, namun terdapat objek wisata budaya
yakni perkampungan sentra dan adat tenun ikat Sumba. Sektor pariwisata
Tidak di manajemen dengan bagus terhadap sarana dan prasarana yang

mendukung objek wisata tersebut, Padahal di sisi lain Kabupaten Sumba



Timur mempunyai kekayaan alam, budaya yang begitu banyak. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan banyak sekali turis dari berbagai negara
yang sudah mengenal dan dan menggunakan objek wisata
4. Threats (Ancaman)

Ancaman yang terjadi ketika PAD Kabupaten Sumba Timur masih kurang
dalam pengelolaan PAD adalah dapat menimbulkan pendapatan menjadi
tidak stabil dan pengelolaan PAD menjadi lambat untuk di kelola atau
menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2018-2021”

1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan yang telah diuraikan, Maka dibuatlah perumusan masalah
yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur tahun dengan menggunakan alat ukur Rasio Desentralisasi?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah?
3. Bagaimana analisis kinera  keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah?



5. Bagaimana analisis Kkinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Efektivitas PAD?
6. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Keserasian?
7. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur berdasarkan Analisis SWOT?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada periode 2018 hingga 2021
dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah yakni Rasio Desentralisasi,
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian dan Analisis SWOT
1.4 Kontribusi Penelitian
o Bagi Akademis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi rujukan
peneliti berikutnya yang ingin meneliti pada penelitian yang selaras
o Bagi Pemerintah atau instansi
Dapat menjadi saran untuk pemerintah agar ketika mengambil kebijakan
untuk planning pembangunan dan pengambilan keputusan dapat membuat
kinerja keuangan lebih efisien dan baik serta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Timur.
1.5 Batasan Penelitian
Batasan dari penelitian ini adalah hanya mengambil daerah penelitian di

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018-2021. Kinerja keuangan



dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu
Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan  Keuangan Daerah, Rasio
Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Rasio Efektivitas PAD

dan Rasio Keserasian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kinerja

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021 dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Kabupaten Sumba Timur apabila dilihat dari rasio
desentralisasi bisa digolongkan sangat kurang sebab ada pada 00,00-10,00%.
Rasio tersebut terus terjadi selama tahun 2018 hingga 2021. Berikut rasio 2018
hingga 2021 secara urut 6,93%, 8,21%, 8,13% dan 11,37%.

2. Kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur apabila dilihat dari Rasio
ketergantungan daerah masih sangat besar. sebab kinerja keuangan ini masuk
dalam golongan 50% - 100%. Berturut-turut dari tahun 2018-2021 dengan rasio
masing-masing  88,75%, 87,97%, 87,85% dan 85,12% sehingga
Ketergantungan Daerah yang sangat tinggi mengakibatkan Pembiayaan
aktivitas pemerintahan dari kabupaten Sumba Timur masih bergantung kepada
pemerintah pusat dan masih membutuhkan dana transfer dari pusat.

3. Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio
Pertumbuhan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba
Timur diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur belum
mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan PAD. Karena, pada
tahun 2018 hanya mencapai -23,25% dengan kategori pertumbuhan yang

rendah, artinya bahwa potensi yang dalam sumber-sumber Pendapatan Asli
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Daerah (PAD). Berturut-turut rasionya masing-masing sebesar -23,25% |,
34,52%, -8,93% dan 39,01%.

Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio
Kemandirian bahwa masih tergolong dalam kriteria rendah sekali dengan
Kriteria 0% - 25%. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya pemerintah
daerah kurang Mandiri untuk mengatur otonomi dan masih didominasi oleh
pemerintah pusat. Berturut-turut dari tahun 2019-2021 dengan rasio masing-
masing sebesar 7,81%, 9,33%, 9,25% dan 13,36%.

Kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur apabila jika dilihat dari rasio
efektivitas Pendapatan asli daerah dapat lihat bahwa keefektifan keuangan dari
kabupaten Sumba Timur mulai pada periode 2018 hingga 2021 itu masuk dalam
kategori tidak efektif sebab nilai yang didapat ada lebih rendah dari 100% yaitu
sebesar 77,49% pada tahun 2018. Tahun 2019,2020 dan 2021 sangat
efektif karena efektivitas sudah di atas 100% yaitu sebesar 101,29%, 101,50%
dan 110,81%.

Kinerja Keuangan Kabupaten Sumba Timur Apabila dilihat dari rasio
keserasian maka kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur masih belum
stabil dari periode ke periode. Dari laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur
dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja operasi jauh lebih tinggi daripada
belanja modal. belanja operasi memiliki besar yaitu 73, 80% hal tersebut karena
jumlah pegawai negeri sipil dan dinas bertambah, sehingga mengakibatkan
belanja operasi tinggi. Sementara untuk belanja modal besaran yang
dikeluarkan vyaitu 20,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Sumba Timur kurang memberi perhatian kepada pembangunan
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5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan kepada
Pemerintah Sumba Timur untuk membuka peluang bagi investor masuk ke Sumba
Timur agar dapat berupaya memperbaiki pembangunan infrastruktur dengan
membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik sehingga bisa

meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sumba Timur.

Bagi Peneliti berikutnya yang ingin melaksanakan penelitian yang selaras
dengan ini diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih dalam membahas tentang
kinerja keuangan pada pemda dengan memakai berbagai macam rasio sehingga
hasil dari penelitian menjadi lebih efisien dan akurat. Peneliti berikutnya

diharapkan melaksanakan penelitian pada populasi yang lebih beragam dan luas

dari pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini
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